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Question : Apakah SIKD Next Generation telah terintegrasi dengan SIPD?
Answer : Aplikasi SIKD Next Generation merupakan pengembangan dari SIKD untuk mendukung implementasi UU 

HKPD dan PP HKFN. Hingga saat ini SIKD Next Generation telah terintegrasi melalui mekanisme 
interkoneksi untuk penyediaan data transaksi pemda dengan Aplikasi SIPD RI - Kemendagri  modul 
penganggaran (data APBD) dan penatausahaan (Jurnal transaksi, DTH/RTH). Untuk mendukung sinergi 
kebijakan fiskal nasional akan dilakukan perluasan interkoneksi data transaksi pemda yang meliputi data 
perencanaan yaitu antara lain data RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD.

Question : Apa yang harus dilakukan jika ditemukan perbedaan antara data SIPD dan SIKD, terutama mengenai 
anggaran dan realisasi?

Answer : Apabila terdapat perbedaan data anggaran dan realisasi antara data di SIPD dan SIKD, Pemda dapat 
melakukan perbaikan data pada Aplikasi SIPD. Untuk data realisasi per bulan, pemda dapat memutakhirkan 
data melalui fitur update dan otorisasi pada Aplikasi SIPD sebelum data disinkronisasi harian oleh Aplikasi 
SIKD. Mengingat saat ini interkoneksi data antara SIPD dan SIKD pada modul penatausahaan masih dalam 
tahap pengembangan, aplikasi SIKD Next Generation memfasilitasi pemutakhiran data realisasi bulanan 
secara manual melalui menu IKD pada Input/Update Data dan kemudian Upload LRA Bulanan.
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Question : Mengapa ada pemutakhiran secara manual antara SIKD dan SIPD jika keduanya terhubung?
Answer : Saat ini interkoneksi data antara SIPD dan SIKD masih dalam tahap pengembangan, untuk percepatan 

penyampaian informasi keuangan daerah dan untuk meningkatkan kualitas data, SIKD Next Generation 
memfasilitasi penyampaian data Informasi Keuangan Daerah melalui fitur manual sehingga dapat 
memutakhirkan datanya sesuai kondisi yang sesungguhnya.

Question : Apa peran informasi keuangan dalam SIKD Next Generation?
Answer : Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan PP Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 26 ayat (2) Informasi keuangan Daerah 
digunakan antara lain untuk merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, menyelenggarakan pengelolaan 
Keuangan Daerah, melakukan evaluasi kinerja Keuangan Daerah, menyediakan statistik keuangan 
Pemerintah Daerah, mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, mendukung penyelenggaraan 
SIKD, melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah, dan menyusun Kapasitas Fiskal Daerah.

Question : Apa keunggulan SIKD Next Generation dibandingkan dengan pendahulunya?
Answer : Sebagai bagian dari pengembangan dan transformasi SIKD secara berkelanjutan, SIKD dikembangkan 

menjadi SIKD Next Generation untuk mendukung implementasi UU HKPD dan peraturan turunannya. SIKD 
Next Generation didesain menjadi satu superapps yang memudahkan penggunanya dengan berbagai fitur 
yang terus dikembangkan antara lain Single Sign On (SSO), lacak penyaluran transfer (fitur Cak-Lur), 
verifikasi APBD mandiri, dan berbagai fitur lainnya yang akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan 
pengguna.
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Question : Bagaimana cara mendapatkan ID pengguna dan kata sandi untuk dapat login ke Aplikasi SIKD Next 
Generation?

Answer : Untuk mendapatkan ID pengguna dan kata sandi SIKD Next Generation, pengguna pemda dapat 
mengirimkan surat permohonan akses SIKD Next Generation kepada Direktorat Sistem Informasi dan 
Pelaksanaan Transfer.

Question : Apakah seluruh fitur SIKD Next Generation sudah sepenuhnya beroperasi tanpa memerlukan aplikasi 
Sinergi?

Answer : SIKD Next Generation memanfaatkan data pemda yang berasal dari aplikasi Sistem Integrasi Berbasis 
Teknologi (SINERGI) versi 4 yang membutuhkan operator dan versi 5 yang otomatis. Pengembangan SIKD 
Next Generation menjadi superapps tidak hanya memanfaatkan data pemda dari aplikasi SINERGI tetapi 
juga terinterkoneksi dengan berbagai sistem lainnya baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Question : Apakah proyeksi pengeluaran bulanan dapat diperbarui di SIKD Next Generation saat pengiriman data 
hingga April masih menggunakan Sinergi 4.3.2?

Answer : Untuk data proyeksi pengeluaran bulanan Bulan April dapat dilakukan pada SIKD Next Generation dengan 
menginput data perkiraan belanja (sebagaimana prosedur pengiriman perkiraan belanja).
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Question : Apakah ada manual atau panduan untuk mengoperasikan SIKD Next Generation?
Answer : SIKD Next Generation dikembangkan dengan pendekatan user-centric (pendekatan berbasis pengguna) 

sehingga tampilan aplikasi dibuat sederhana dan semudah mungkin untuk digunakan. Manual atau panduan 
dalam bentuk video penggunaan SIKD Next Generation dapat dilihat pada website atau sosial media DJPK 
misalnya video ketika launching SIKD Next Generation Tahap I.

Question : Apakah data yang ditarik oleh SIKD Next Generation di Menu Monitoring Interkoneksi (Validasi Jurnal 
dan Log Penarikan Data) - Pemda merupakan data yang bersifat akumulatif?

Answer : Data yang tampil pada menu monitoring interkoneksi di Aplikasi SIKD Next Generation merupakan data 
akumulatif dari bulan sebelumnya sehingga data bulan Februari merupakan akumulasi data dari bulan 
Januari  dan bulan Februari .

Question : Apa penyebab berubahnya status Pemda menjadi tidak connected dan manual?
Answer : Status pemda tidak terkoneksi dan menjadi manual bisa terjadi dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Kendala teknis, oleh karena node agen SINERGI SIKD Versi 5 mengalami gangguan atau tidak 
terhubung ke internet sehingga nodenya terputus dengan server SIKD.

2. Kendala data, oleh karena data pemda tidak lolos validasi anomali data atau datanya tidak update 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Question : Bagaimana bila pemda ingin mengganti aplikasi keuangan yang sudah diinterkoneksikan demi 
kelancaran laporan bulanan?

Answer : Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila pemda ingin mengganti aplikasi keuangan yang sudah 
diinterkoneksikan, maka pemda dapat mengirimkan surat secara resmi ke DJPK Kemenkeu c.q Direktorat 
Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer dengan menyertakan alasan penggantian aplikasi keuangan 
tersebut.

Question : Apakah kedepannya pelaporan SIKD Dau Earmark menjadi satu dengan akun SIKD Next Generation?
Answer : Pengembangan SIKD Next Generation sebagai aplikasi superapps akan menyatukan seluruh aplikasi DJPK 

dalam satu platform. Dalam rangka simplifikasi pelaporan pemda, Aplikasi Pelaporan SIKD DAU Earmark 
akan menjadi salah satu fitur dalam Aplikasi SIKD Next Generation.

Question : Apakah dalam SIKD sudah mengakomodir laporan posisi aset tetap?
Answer : SIKD Next Generation memanfaatkan data pemda yang berasal dari aplikasi Sistem Integrasi Berbasis 

Teknologi (SINERGI) versi 4 yang membutuhkan operator dan versi 5 yang otomatis. Untuk saat ini laporan 
posisi aset tetap bersumber dari laporan Neraca dari aplikasi SINERGI SIKD versi 4. Untuk Pengembangan 
SIKD Next Generation menjadi superapps juga memfasilitasi pengembangan pelaporan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk Neraca menjadi lebih mudah.
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Question : Kenapa Prakiraan Belanja masih dilakukan input secara Manual?
Answer : Data prakiraan belanja belum sepenuhnya tersedia pada aplikasi pengelolaan keuangan yang digunakan 

oleh pemda sehingga pemda sampai dengan saat ini harus menginput secara manual.

Question : Apakah data raw hasil interoperabilitas SIKD bisa Pemda dapatkan?
Answer : Pemda dapat memanfaatkan data interkoneksi SIKD dengan mengirimkan surat permohonan kepada 

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer. Khusus untuk Data Raw LRA hasil interoperabilitas 
SIKD dapat pemda unduh di sikd.kemenkeu.go.id pada menu IKD -> Download -> LRA. Kemudian akan ada 
pilihan Tahun, Periode dan Kode Posting dari data yang akan diunduh.

Question : Bagaimana cara agar SIKD dapat mengakomodir pergeseran anggaran murni sebelum APBDP?
Answer : Untuk memfasilitasi data pergeseran anggaran murni, pada SIKD Next Generation saat ini dapat dilakukan 

verifikasi dan otorisasi mandiri terhadap Pergeseran APBD setelah APBD Murni dan sebelum APBDP. 
Caranya sama dengan proses verifikasi dan otorisasi mandiri oleh Pemda saat penyampaian APBD Murni 
bulan Januari lalu, hanya saja yg dipilih bukan APBD Murni tetapi Pergeseran Setelah APBD Murni. 
Silakan di cek di Aplikasi SIKD Next Generation, menu IKD - Verifikasi Data - APBD - pada Tahap 1 pastikan 
di pengecekan informasi, sudah tercentang informasi adanya data pergeseran anggaran murni yang tertarik 
ke SIKD Next Generation yaitu Pergeseran Setelah Murni lalu klik Selanjutnya untuk proses lebih lanjut 
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Question : Apakah SIKD Next Generation dapat memberikan informasi yang lebih jelas terkait dana transfer ke 
daerah?

Answer : SIKD Next Generation saat ini telah terintegrasi dengan modul NEW SIMTRADA (CAKLUR) dengan data 
yang lebih lengkap dan detail serta memiliki fitur untuk melakukan tracking atas dana yang ditransfer ke 
Pemerintah Daerah. Untuk lebih lengkapnya, panduan dari penggunaan fitur CAKLUR dapat dilihat di link 
berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=92j8ZMza8TM

Question : Bagaimana cara integrasi dan interoperabilitas data realisasi belanja dengan aplikasi SIKD dan atau 
SIPD ?

Answer : Integrasi dan interoperabilitas antar sistem dilakukan melalui mekanisme interkoneksi dengan aplikasi 
agen SINERGI SIKD versi 5 yang dipasang di  server aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan juga server 
SIPD yang datanya secara otomatis tersinkronisasi secara harian. Pemerintah Daerah cukup menggunakan 
dan menginput data terkait APBD, realisasi transaksi dan jurnal, data DTH/RTH di aplikasi pengelolaan 
keuangan daerah atau SIPD, maka data-data tersebut tersinkronisasi secara harian ke SIKD Next 
Generation.

Question : Bagaimana cara perhitungan besaran % dari pendapatan dan belanja dapat dinyatakan lolos validasi?
Answer : Batas minimal persentase realisasi pendapatan dan persentase realisasi belanja diatur sesuai ketentuan 

pada Lampiran huruf A Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2023 Tentang Proses 
Bisnis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah 
Lainnya Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.
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